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Tentang
Mekanisme Penggantian Wakil Gubernur

Pemohon :  Michael dan Kexia Goutama

Jenis Perkara :  Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 176 UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan :  Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Selasa, 19 Mei 2020.
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga
merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara menerangkan
telah memberikan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI
Jakarta Tahun 2017. Para Pemohon dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 176
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah meniadakan peran pemilihan umum.

Bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU
10/2016), sehingga Mahkamah berwenang permohonan a quo.

Bahwa setelah memeriksa uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian
hak konstitusionalnya, Mahkamah tidak dapat menemukan uraian mengenai kerugian
hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 UU
10/2016. Kemudian, para Pemohon menjelaskan hak konstitusionalnya dilindungi oleh
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, namun para Pemohon tidak menguraikan
perlindungan seperti apa yang tidak diperoleh dengan tidak diisinya jabatan wakil
gubernur. Demikian pula dalam hal para Pemohon merasa tidak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, pada saat Pemilihan Gubernur Provinsi



DKI Jakarta Tahun 2017, para Pemohon adalah sebagai pemilih namun bukan sebagai
calon gubernur/wakil gubernur yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai
politik maupun melalui jalur calon perseorangan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional
yang dialaminya dengan berlakunya Pasal 176 UU 10/2016, sehingga para Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon
tidak dapat diterima.



